




2.1 Pengertian Bank 
Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 tahun 1998 
Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, 
“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup 
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 
usahanya”. 
Bank (cara pengucapan : “Bang”) adalah sebuah lembaga intermediasi 
keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima 
simpanan uang, meminjamkan uang dan menerbitkan promes atau yang dikenal 
dengan nama Banknote (uang kertas). Kata Bank berasal dari bahasa Italia 
“banca” yang berarti tempat penukaran uang. Secara sederhana Bank dapat 
diartikan sebagai Lembaga Keuangan yang kegiatan utamanya adalah 
menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke 
masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya. 
Sedangkan pengertian Lembaga Keuangan adalah Setiap perusahaan yang 
bergerak di bidang keuangan, dimana kegiatannya baik hanya menghimpun dana, 
menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana. 
Kemudian pengertian Bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan  menyatakan 
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bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 
dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 
banyak“. 
Adapun dari pengertian diatas, dapat dijelaskan bahwa Bank merupakan 
perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu 
berkaitan masalah bidang keuangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa usaha 
perbankan meliputi tiga kegiatan uatama, yaitu : 
1. Menghimpun dana; 
2. Menyalurkan dana; dan 
3. Memberikan jasa Bank lainnya. 
Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok 
perbankan, sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa Bank lainnya hanyalah 
merupakan kegiatan pendukung dari kedua kegiatan diatas. Pengertian 
menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) 
dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, 
dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh Bank dengan 
cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menenmkan dananya. 
Kegiatan penghimpunan dana ini sering disebut dengan istilah funding. 
Pengertian menyalurkan dana adalah melemparkan kembali dana yang 
diperoleh lewat simpanan giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam 
bentuk pinjaman (kredit) bagi Bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau 
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pembiayaan bagi Bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan penyaluran 
dana ini juga dikenal dalam perbankan dengan istilah lending. 
Pengertian jasa lainnya yang merupakan jasa pendukung atau pelengkap 
kegiatan perbankan. Jasa-jasa ini diberikan terutama untuk mendukung kelancaran 
kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung 
dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung. 
2.2 Tujuan Bank 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 
Tentang Perbankan pada Pasal 4 menyebutkan bahwa tujuan dari perbankan 
Indonesia adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam 
rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional 
kearah penginkatan kesejahteraan rakyat banyak. Sehingga dari tujuan perbankan 
yang diuraikan diatas tersebut, maka bisa dikatakan bahwa keberadaan perbankan 
memiliki peran besar dalam perekonomian suatu Negara. Sebab kemajuan Bank 
di suatu Negara dapat dijadikan ukuran kemajuan Negara bersangkutan. 
2.3 Fungsi Dan Manfaat Bank 
2.3.1 Fungsi Bank 
Fungsi utama Bank adalah sebagai Financial Intermediary yaitu lembaga 
keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit 
kemudian melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang. Secara lebih 
spesifikasi maka fungsi Bank dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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1. Agent of Development 
Yaitu kegiatan perbankan yang memungkinkan masyarakat melakukan 
kegiatan investasi, distribusi dan juga konsumsi, distribusi, dan juga 
konsumsi barang dan jasa. 
2. Agent of Trust 
Yaitu kegiatan perbankan berdasarkan kepercayaan masyarakat terhadap 
dana yang disimpan pada Bank. Sebab kepercayaan masyarakat 
merupakan dasar dari kegiatan perbankan. Sehingga Bank harus dapat 
menjaga kepercayaan masyarakat dalam manajemen pengelolaan dananya. 
3. Agent of Service 
Yaitu kegiatan yang menawarkan bermacam-macam layanan jasa 
keuangan antara lain jasa pengiriman uang, pelayanan penyimpanan 
barang-barang berharga, menyediakan mekanisme dan alat pembayaran 
yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi. 
2.3.2 Manfaat Bank 
Peran Bank sebagai lembaga keuangan yang sangat membantu masyarakat 
untuk mempermudah mereka dalam melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari. 
Manfaat lain yang akan diperoleh pengguna jasa Bank dari peran perbankan ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Working Balance 
Yaitu bermanfaat sebagai penunjang prosedur transaksi harian suatu bisnis 




2. Investment Fund 
Yaitu bermanfaat sebagai tempat berinvestasi dengan harapan mendapat 
hasil dari penanaman investasi. 
3. Saving Purpose 
Yaitu bermanfaat sebagai tempat yang memberikan jaminan keamanan 
untuk penyimpanan uang. Sehingga terhindar dari pencurian secara fisik 
maupun adanya inflasi, devaluasi, dan depresiasi secara moril. 
2.4 Jenis-Jenis Bank  
Praktik perbankan di Indonesia saat ini yang diatur dalam Undang-Undang 
perbankan memiliki beberapa jenis Bank. Di dalam Undang-Undang Perbankan 
Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1967, terdapat beberapa perbedaan jenis perbankan. 
Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan dan 
dari segi menentukan harga. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada 
luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan 
wilayah operasinya. Kemudian kepemilikan perusahaan dilihat dari segi 
pemilikan saham yang ada serta akta pendiriannya. Sedangkan dari menentukan 
harga, yaitu antara Bank Konvensional berdasarkan bunga dan Bank Syariah 
berdasarkan bagi hasil. 
Menurut Kasmir (2012: 22) untuk lebih jelas perbedaan jenis perbankan 





2.4.1 Dilihat dari Segi Fungsi 
Dalam Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 tahun 1967  jenis 
perbankan menurut fungsinya terdiri dari : 
1. Bank Umum 
2. Bank Pembangunan 
3. Bank Tabungan 
4. Bank Pasar 
5. Bank Desa 
6. Lumbung Desa 
7. Bank Pegawai 
8. Dan Bank jenis lainnya. 
Kemudian menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 tahun 
1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 
1998 maka jenis perbankan terdiri dari dua jenis Bank yaitu : 
1. Bank Umum 
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 
Dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 tahun 1992 
tersebut mengakibatkan perubahan fungsi Bank Pembangunan dan Bank 
Tabungan menjadi Bank Umum. Kemudian Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung 
Desa, dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 
Pengertian Bank Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 
1998 adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional 
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dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa 
dalam lalu lintas pembayaran. 
Sifat jasa yang diberikan Bank Umum adalah umum, dalam arti dapat 
memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah 
operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bank Umum sering disebut Bank 
Komersil (Commercial Bank). 
Sedangkan pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-
Undang Nomor 10 tahun 1998 adalah Bank yang melaksanakan kegiatan 
usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
Di samping kedua jenis Bank dimaksud, dalam praktiknya masih terdapat 
satu lagi jenis Bank yang berada di Indonesia yakni Bank Sentral. Jenis Bank ini 
tidak seperti halnya Bank Umum atau BPR. Bahkan disetiap negara jenis ini 
selalu ada, dan di Indonesia fungsi Bank Sentral dipegang oleh Bank Indonesia 
(BI). Fungsi Bank Sentral ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 
tentang Bank Indonesia. 
Tujuan Bank Indonesia seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 
23 tahun 1999 Bab III Pasal 7 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan 
rupiah. Mata uang rupiah perlu dijaga dan dipelihara mengingat dampak yang 
ditimbulkan apabila suatu mata uang tidak stabil sangatlah luas seperti salah 
satunya adalah terjadinya inflasi yang sangat memberatkan masyarakat luas. 
Adapun dengan itu tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara 
kestabilan nilai rupiah sangatlah penting. 
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2.4.2 Dilihat dari Segi Kepemilikan 
Jenis Bank dilihat dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja 
yanng memiliki Bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendiriran 
dan penguasaan saham yang dimiliki Bank yang bersangkutan. 
Jenis Bank dilihat dari segi kepemilikan (Kasmir, 2012: 29) adalah sebagai 
berikut : 
1. Bank Milik Pemerintah 
Yakni dimana akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, 
sehingga seluruh keuntungan Bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh 
Bank Milik Pemerintah antara lain Bank Negeri Indonesia 46 (BNI), Bank Rakyat 
Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Mandiri. 
Sedangkan Bank Milik Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah 
Ttingkat I dan Tingkat II masing-masing provinsi, yaitu BPD Sumatera Utara, 
BPD Sumatera Selatan, BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, 
BPD Jawa Timur, BPD Bali, dan BPD lainnya. 
2. Bank Milik Swasta Nasional 
Merupakan Bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki 
swasta serta akte pendirianya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian 
keuntungan diambil oleh swasta pula. Contoh Bank Milik Swasta Nasional antara 
lain Bank Muamalat, Bank Danamon, Bank Central Asia, Bank Bukopin, Bank 





3. Bank Milik Asing 
Merupakan cabang dari Bank yang ada di Luar Negeri, baik milik swasta 
asing maupun pemerintah asing suatu negara. Contoh Bank Milik Asing antara 
lain ABN AMRO Bank, American Express Bank, Bank of America, Bangkok 
Bank, Bank of Tokyo, City Bank, Standard Chartered Bank, dan Bank Asing 
lainnya. 
4. Bank Milik Campuran 
Merupakan Bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing 
dan pihak swasta nasional. Dimana kepemilikan sahamnya secara mayoritas 
dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh Bank Milik Campuran antara lain 
Inter Pasific Bank, Bank Finconesia, Bank Merincorp, Bank Sakura Swadarma, 
Ing Bank, Bank PDFCI, Paribas BBD Indonesia, dan Bank Campuran lainnya. 
2.4.3 Dilihat dari Segi Status 
Pembagian jenis Bank dari segi status merupakan pembagian berdasarkan 
kedudukan atau status Bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan 
ukuran kemampuan Bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah 
produk, modal, maupun kualitas pelayanannya. Adapun dengan itu, untuk 
memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria 
tertentu. Jenis Bank bila dilihat dari segi status biasanya khusus untuk Bank 
Umum. 
Dalam praktiknya jenis Bank dilihat dari segi status (Kasmir, 2012: 32) 




1. Bank Devisa 
Merupakan Bank yang dapat melakukan transaksi ke Luar Negeri atau 
yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer 
keluar negeri, inkaso ke luar negeri, travellers cheque, pembukaan dan 
pembayaran Letter of Credit (L/C), dan transaksi luar negeri lainnya. Persyaratan 
untuk menjadi Bank Devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia setelah memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan. 
2. Bank Non Devisa 
Merupakan Bank yang belum mempunyai ijin untuk melaksanakan 
transaksi sebagai Bank Devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi 
seperti halnya Bank Devisa. Adapun dengan itu Bank Non Devisa dalam 
melakukan transaksi masih dalam batas-batas suatu negara. 
2.4.4 Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga 
Ditinjau dari segi menentukan harga dapat pula diartikan sebagai cara 
penentuan keuntungan yang akan diperoleh, jenis Bank dimaksud terbagi dalam 
dua kelompok, yaitu : 
1. Bank Berdasarkan Prinsip Konvensional 
Merupakan Bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana 
maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan 
imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana 
untuk suatu periode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan pertahun. 
Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, Bank 
Prinsip Konvensional menggunakan dua metode, yaitu : 
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a) Menentukan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan 
dan harga beli untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan 
berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal 
dengan istilah spread based. 
b) Untuk jasa-jasa Bank lainnya pihak perbankan konvensional 
menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu 
seperti biaya administrasi, biaya provinsi, sewa, iuran, dan biaya-biaya 
lainnya. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee based. 
2. Bank Berdasarkan Prinsip Syariah 
Merupakan Bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana 
maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan 
atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Bank berdasarkan prinsip 
syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank 
dengan pihak lain, baik dalam hal untuk penyimpanan dana atau pembiayaan 
usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Penentuan harga bagi Bank yang 
berprinsip syariah adalah dengan cara sebagai berikut : 
a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah); 
b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah); 
c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan 
(murabahah); 




e) Atau dengan adanya pilihan pemindahan adanya kepemilikan atas 
barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (ijarah wa 
iqtina). 
2.5 Pengertian Bank Syariah 
  Bank Syariah (Muhammad, 2009: 14) adalah Bank yang beroperasi 
dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau yang biasa disebut Bank 
tanpa bunga adalah Lembaga Keuangan yang produknya dikembangkan 
berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain Bank 
Isalam adalah Lembaga Keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan 
dsn jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang 
pengoperasiannya dengan Prinsip Syariah Islam. 
 Sedangkan di Indonesia, Regulasi mengenai Bank Syariah tertuang dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentanng Perbankan 
Syariah, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya 
berdasarkan prinsip syariah. Bank Syariah dikategorikan sebagai Lembaga 
Keuangan Bank. Bank Syariah dapat berbentuk Bank Umum Syariah (BUS) 
maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip Syariah adalah prinsip 
hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh 






2.6 Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional 
Tabel 2.1 
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional 
 
ASPEK BANK SYARIAH 
BANK 
KONVENSIONAL 
Legalitas Hukum Positif dan Hukum Syariah Hukum Positif 
Lembaga Peradilan Peradilan Tinggi 
Badan Arbitrase Muamalah Indonesia 
(BAMUI) 
Peradilan Tinggi 
Struktur Organisasi Direksi dan Komisaris 
Dewan Pengawas Syariah (DPS) 
Direksi dan Komisaris 
Jenis Bisnis Halal Halal dan Haram 
Prinsip Operasional Bagi Hasil, Jual Beli, Sewa Perangkat Bunga 
Tujuan Profit dan Falah Oriented Profit Oriented 
Hubungan Nasabah Kemitraan, Sejajar Debitur-Kreditur tak 
seimbang 
Lingkungan Kerja & 
Budaya Kerja 
Syariah, Etika (Akhlak), Sidik, 
Amanah, Tablig, Fatanah 
Etika Umum 
Laporan Keuangan Cash Basis Accrual Basis 
Sektor Moneter 
dengan Sektor Riil 
Terkait Terpisah 
Sumber: Kautsar Riza Salman, S.E,. A.k,. M.S.A,. B.K.P,. S.A.S. 2012. Akuntansi 
Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah. 
2.7 Tujuan Bank Syariah 
Adapun tujuan Bank Syariah (Kautsar, 2012: 69) adalah sebagai berikut: 
1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuammalah secara Islam, 
khususnya muammalah yang berhubungan dengan perbankan agar 
terhindar dari praktik-praktik riba’ atau jenis-jenis usaha lain yang 
mengandung unsur gharar (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut 
selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif 
terhadap kehidupan ekonomi umat. 
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2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan 
meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi 
kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang 
membutuhkan dana. 
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalam membukakan 
peluang berusaha, terutama pada kelompok miskin yang diarahkan pada 
kegiatan usaha yang produktif (berwirausaha). 
2.8 Fungsi Bank Syariah 
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Pasal 4 tahun 2008 
tentang Perbankan Syariah dijelaskan fungsi Bank Syariah sebagai berikut : 
1. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi 
menghimpun dan menyalurkan dana msyarakat. 
2. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menghimpun dana 
sosial dalam bentuk lembaga baitul maal, yaitu menerima dana yang 
berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana lainnya dan 
menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. 
3. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menghimpun dana 
sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada 
pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). 
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dan 
ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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2.9 Jenis Bank Syariah 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 
tentang Perbankan Syariah, terdapat dua jenis Bank Syariah di Indonesia, yaitu : 
1. Bank Umum Syariah (BUS) 
Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya 
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai 
Bank Devisa dan Bank Non Devisa. 
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang 
dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Hukum  
bentuk BPRS adalah Perseroan Terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh Warga 
Negara Indonesia (WNI) dan/atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, 
atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah 
daerah. Tujuan didirikannya BPR Syariah adalah sebagai berikut : (a) 
Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan 
ekonomi lemah yang pada umumnya di daerah pedesaan, (b) Menambah lapangan 
kerja terutama di tingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi, 
dan (c) Membina semangat Ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam 
rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang 
memadai. Usaha BPR Syariah untuk melangsungkan kegiatan operasionalnya, 
antara lain : 
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a) Menghimpun dana dari masyarakat daam simpanan deposito berjangka, 
tabungan, dan/atau bentuk tabungan lainnya yang dipersamakan dengan 
itu; 
b) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip 
syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; 
c) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), 
deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada Bank lain. 
Disamping itu, terdapat Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari 
kantor pust Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari 
kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, 
atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di Luar 
Negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi 
sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah. 
UUS berada satu tingkat dibawah direksi umum Bank Konvensional 
bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai Bank Devisa dan Bank Non Devisa. 
2.10 Prinsip-Prinsip Bank Syariah 
2.10.1 Prinsip Penghimpunan Dana 
Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), ada dua prinsip 
penghimpunan dana, yaitu : 
1. Penghimpunan Dana dengan Prinsip Wadiah 
Wadiah berarti titipan dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu 
maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh penerima titipan, 
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kapanpun si penitip menghendaki. Wadiah dibagi menjadi dua, yaitu wadiah yad 
dhamanah dan wadiah yad amanah. Wadiah yad dhamanah yaitu titipan yang 
selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima 
titipan. Adapun wadiah yad amanah adalah penerima titipan tidak boleh 
memanfaatkan barang titipan tersebut sampai si penitip mengambil kembali 
titipannya. Prinsip wadiah yang lazim digunakan ialah wadiah yad dhamanah dan 
bisa disingkat dengan wadiah, dapat diterapkan pada kegiatan penghimpunan dana 
berupa giro dan tabungan. 
2. Penghimpunan Dana dengan Prinsip Mudharabah 
Mudharabah adalah perejanjian atas suatu jenis kerja sama dimana pihak 
pertama menyediakan dana (shahibul maal) dan pihak kedua bertangggung jawab 
atas pengelolaan usaha (mudharib). Mudharabah terbagi menjadi tiga yaitu 
mudharabah muthlaqah,  mudharabah muqayyadah, dan mudharabah 
musytarakah. Mudharabah muthlaqah adalah salah satu jenis mudharabah yang 
meberi kuasa kepada mudharib secara penuh untuk menjalankan usaha tanpa 
batasan apapun yang berkaitan dengan usaha tersebut. Mudharabah muqayyadah 
merupakan salah satu jenis mudharabah dimana pemilik dana memberikan 
batasan kepada pengelola dalam pengelolaan berupa jenis usaha, tempat, 
pemasok, maupun konsumen. Adapun mudharabah musytarakah merupakan 
bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya 




2.10.2 Prinsip Penyaluran Dana 
Dalam penyaluran dana oleh Bank Syariah, terdapat beberapa prinsip, 
yaitu prinsip jual beli, prinsip investasi, dan prinsip sewa. 
1. Prinsip Jual Beli 
Dalam melakukan jual beli, dapat digunakan tiga akad yang meliputi 
sebagai berikut : 
a) Jual Beli dengan Akad Murabahah 
Jual beli dengan akad ini menyatakan harga perolehan dan keuntungan 
yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini digunakan oleh Bank 
untuk nasabah yang hendak memiliki suatu barang, sedang nasabah yang 
bersangkutan tidak memiliki uang pada saat pembelian. Keuntungan yang 
diperoleh Bank dengan skema ini adalah berupa margin atau selisih antara 
harga jual barang dengan harga pokok pembelian barang. 
b) Jual Beli dengan Akad Salam 
Jual beli dengan akad ini merupakan jual beli yang pelunasannya 
dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima. 
Akad ini digunakan oleh Bank untuk nasabah yang memiliki cukup dana, 
sedang yang bersangkutan kurang memiliki bargaining power dengan 
penjual dibanding sekiranya pembelian barang dilakukan oleh Bank. 
Dalam akad ini Bank bertindak sebagai penjual memperoleh keuntungan 
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dari selisih harga jual kepada nasabah dengan harga pokok pembelian yang 
telah dikeluarkan penjual. 
c) Jual Beli dengan Akad Istishna’ 
Jual beli dengan akad ini adalah jual beli yang didasarkan atas 
penugasan oleh pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk 
menyediakan barang atau suatu produk sesuai dengan spesifikasi yang 
disyaratkan pembelian dan menjualnya dengan harga yang disepakati. 
Akad ini digunakan Bank untuk membantu nasabah yang memerlukan 
produk konstruksi seperti bangunan, kapal, dan pesawat terbang yang 
belum jadi dan memerlukan waktu cukup lama untuk menyelesaikannya. 
2. Prinsip Investasi 
Dalam melakukan investasi, dapat dilakukan dengan akad mudharabah 
dan akad musyarakah. 
a) Investasi dengan Akad Mudharabah 
Akad investasi dengan akad al mudharabah adalah akad (transaksi) 
antara dua pihak dimana salah satu pihak menyerahkan harta kepada yang 
lain agar diperdagangkan dengan pembagian keuntungan diantara 
keduanya sesuai dengan kesepakatan. Bentuk ini menegaskan kerja sama 






b) Investasi dengan Akad Musyarakah 
Investasi dengan akad ini adalah kerja sama investasi para pemilik 
modal yang mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu 
dengan pembagian keuntungan berdasarka nisbah yang telah disepakati 
sebelumnya, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung semua pemilik 
modal berdasarkan porsi modal masing-masing. 
c) Investasi dengan Akad Muzara’ah 
Investasi dengan akad muzara’ah adalah kerja sama pengelolaan 
pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan 
memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan 
dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) hasil panen. 
d) Investasi dengan Akad Musaqah 
Al-Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara’ah 
dimana si penggarap lahan hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan 
pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu 
dari hasil panen. 
3. Prinsip Sewa 
Sewa secara prinsip dapat dilakukan dengan dua skema yaitu akad 





a) Sewa dengan Akad Ijarah 
Sewa dengan akad ini adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik 
obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa 
yang disewakan.transaksi ini berlaku bagi nasabah yang hanya 
menginginkan manfaat dari obyek sewa yang disediakan oleh Bank dan 
tidak bermaksud untuk memilikinya. 
b) Sewa dengan Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik 
Sewa dengan kad ini adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik 
obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa 
yang disediakannya dengan opsi perpindahan hak milik pada saat tertentu 
sesuai dengan akad sewa. 
2.10.3 Prinsip Jasa Layanan Perbankan 
Dalam jasa layanan perbankan oleh Bank Syariah, terdapat beberapa 
prinsip, yaitu sebagai berikut : 
1. Prinsip Wakalah 
Al-Wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak 
pertama mewakilkan sesuatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas 
nama pihak pertama. 
2. Prinsip Kafalah 
Menurut mazhab Maliki syafi’i dan Hambali, Kafalah adalah menjadikan 
seseorang (penjamin) ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang 
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dalam pelunasan atau pembayaran utang. Aplikasinya dalam dunia perbankan 
adalah penerbitan Bank Garansi. Ada beberapa jenis kafalah, yaitu : 
a) Kafalah bin Nafs, yaitu akad memberikan jaminan atas diri si 
penjamin. 
b) Kafalah bil-Maal, yaitu jaminan pemayaran atau pelunasan utang. 
Dalam aplikasinya di perbankan dapat berbentuk jaminan uang muka 
atau jaminan pembayaran. 
c) Kafalah Mulaqah dan Munjazah, yaitu jaminan mutlak yang dibatasi 
oleh kurun waktu dan untuk tujuan tertentu. Dalam perbankan modern 
hal ini diterapkan untuk pelaksanaan suatu proyek atau jaminan 
penawaran. 
d) Kafalah Bit Taslim, yaitu penjaminan atas pengembalian atas barang 
sewa pada saat jangka wakt habis. 
3. Prinsip Hawalah 
Hawalah adalah akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada 
pihak lain. Dalam hal ini ada tiga pihak, yaitu pihak yang berutang (muhlil atau 
madin), pihak yang memberi utang (muhal’alaih).  
4. Prinsip Ju’alah 
Ju’alah adalah suatu kontrak dimana pihak pertama menjanjikan imbalan 
tertent kepada pihak kedua atas pelaksanaan suat tugas atau pelayanan yang 




5. Prinsip Rahn 
Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan 
atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus memiliki 
nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menaham dapat memperoleh 
jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. 
Aplikasinya dapat berupa lembaga gadai jasa dan pada Bank diterapkan sebagai 
collateral atas suatu pembiayaan atau pinjaman. 
6. Prinsip Qardh 
Al-Qard adalah pembelian harta kepada orang lain yang dapat ditagih 
kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. 
Dalam literatur fiqih klasik, qard dikategorikan dalam akadd tathawwui atau akad 
saling membantu dan bukan transaksi komersial. Sedangkan aplikasinya dalam 
dunia perbankan syariah dapat berupa al-qardh al-hasan sebagai bentuk 
sumbangsih kepada dunia usaha kecil. Di Indonesia dana untuk ini berasal dari 
dana Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (BAZIS). 
7. Prinsip Sharf 
Sharf adalah transaksi pertukaran antara uang dengan uang. Pengertian 
pertukaran uang yang dimaksud disini yaitu pertukaran valuta asing, dimana uang 
asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau mata uang lainnya. 
2.11 Falsafah Operasional Bank Syariah 
 Setiap Lembaga Keuangan Syariah mempunyai falsafah mencari 
keridhoan Allah SWT untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Adapun 
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dengan itu, setiap kegiatan Lembaga Keuangan yang dikhawatirkan menyimpang 
dari tuntunan agama harus dihindari. 
1. Menjauhkan diri dari unsur Riba dengan cara : 
a) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti 
keberhasilan suatu usaha (QS. Luqman, ayat: 34); 
b) Menghindari penggunaan sistem prosentase untuk pembebanan biaya 
terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang 
mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis hutang/simpanan 
tersebut hanya karena berjalannya waktu (QS. Ali-Imron, ayat: 130); 
c) Menghindari penggunaan siste perdagangan/penyewaan barang ribawi 
dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik 
kuantitas maupun kualitas (HR. Muslim, Bab No. 15511 s/d 1567); 
d) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas 
hutang yang bukan atas prakara yang mempunyai hutang secara sukarela 
(HR. Muslim, Bab Riba No. 1569 s/d 1572). 
2. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan. Dengan mengacu pada QS. 
Al-Baqarah ayat 275 dan An-Nisa ayat 29, maka setiap transaksi 
kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan 
perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran anatara uang 
dengan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada 
barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat dihindari 
penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi. 
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2.12 Pengertian Tabungan Syariah 
Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 
dengan syarat tertentu yang disepakati, dapat datang langsung ke Bank dengan 
membawa buku tabungan, slip penarikan, ataupun melalui Automatic Teller 
Machine (ATM), dan tidak dengan Cek atau Bilyet Giro atau alat yang 
dipersamakan dengan itu. Para ahli tempo doeloe memberikan pengertian 
tabungan merupakan simpanan sementara sebelum pemilik melakukan pilihannya 
apakah si pemilik akan melakukan konsumsi atau untuk kepentingan investasi.  
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 
tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud tabungan adalah simpanan 
berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau 
akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya 
hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, 
tetapi tidak dapat ditarik dengan Cek, Bilyet Giro, dan/atau alat lainnya yang 
dipersamakan dengan itu. Sedangkan simpanan adalah dana yang dipercayakan 
oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad wadiah atau 
akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk Giro, 
Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 
 Pilihan terhadap kedua prinsip tersebut tergantung pada motif dari 
nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka dapat digunakan produk 
tabungan wadiah, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi 
atau mencari keuntungan maka tabungan mudharabah yang lebih sesuai. 
Perbedaan utama dengan tabungan konvensional adalah tidak dikenalnya suku 
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bunga tertentu yang diperjanjikan. Yang ada adalah nisbah atau prosentase bagi 
hasil pada tabungan mudharabah dan bonus pada tabungan wadiah.  
Tabel 2.2 
Perbedaan Tabungan Wadiah dan Mudharabah 
PERBEDAAN TABUNGAN WADIAH 
TABUNGAN 
MUDHARABAH 
Sifat dana Dana bersifat titipan Dana bersifat investasi 
Insentif Insentif atau bonus tidak 
disyaratkan di muka dan 
bersifat sukarela jika Bank 
hendak memberikannya 
Terdapat bagi hasil yang 
wajib diberikan oleh Bank 
jika memperoleh pendapatan 
atau laba pada setiap periode 
kepada penabung sesuai 
dengan nisbah yang 
disepakati 
Pengembalian dana Dana dijamin akan 
dikembalikan semua oleh 
Bank 
Dan tidak dijamin 
dikembalikan semua oleh 
Bank 
Waktu penarikan Penarikan dana dapat 
dilakukan sewaktu-waktu 
Penarikan dana hanya dapat 
dilakukan pada periode atau 
waktu tertentu 
Sumber: Kautsar Riza Salman, S.E,. A.k,. M.S.A,. B.K.P,. S.A.S. 2012. Akuntansi 
Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah. 
 
2.13 Tabungan Wadiah 
Dalam prinsip syariah mengenai titipan (wadiah) dapat dibedakan menjadi 
dua macam antara lain : 
1. Wadiah Yad Amanah 
Adalah titipan dimana barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh 
digunakan oleh pihak yang menerima titipan sampai si penitip mengambil 
kembali titipannya. Sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak 
bertanggung jawab terhadap ririko yang menimpa barang yang dititipkan. 
42 
 
Penerima titipan membebankan biaya penitipan dan hanya memiliki kewajiban 
mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak si penitip 
secara apa adanya. 
Gambar 2.1 







Sumber: Muhammad Syafi’i Antonio. 2009. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. 
 
2. Wadiah Yad Dhamanah 
Adalah titipan yang mana terhadap barang yang dititipkan tersebut dapat 
dimanfaatkan oleh penerima titipan selama barang belum dikembalikan kepada si 
penitip. Sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap risiko yang 
menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan barang tersebut, seperti risiko 
kerusakan dan sebagainya. 
Gambar 2.2 







Sumber: Muhammad Syafi’i Antonio. 2009. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. 
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2.14 Ketentuan Umum Tabungan Wadiah 
1. Tabungan wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan mruni yang 
harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (on call ) sesuai dengan 
kehendak pemilikan harta. 
2. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang 
menjadi milik atau tanggungan Bank, sedangkan nasabah penitip tidak 
dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. 
3. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai 
sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan 
rekening. 
2.15 Ciri-Ciri Tabungan Wadiah 
Adapun ciri-ciri rekening tabungan wadiah adalah sebagai berikut : 
1. Menggunakan buku (passbook) atau kartu ATM. 
2. Besarnya setoran pertama dan saldo minimum yang harus mengendap, 
tergantung pada kebijakan masing-masing Bank. 
3. Penarikan tidak dibatasi, berapa saja dan kapan saja. 
4. Tipe rekening : 
a) Rekening perorangan; 
b) Rekening bersama (dua orang atau lebih); 
c) Rekening organisasi atau perkumpulan yang tidak berbadan hukum; 
d) Rekening perwalian (yang dioperasikan oleh orang tua atau wali dari 
pemegang rekening); 
e) Rekening jaminan (untuk menjamin pembiayaan). 
44 
 
5. Pembayaran bonus (hibah) dilakukan dengan cara mengkredit rekening 
tabugan. 
2.16 Aplikasi Prinsip Wadiah Dalam Tabungan Bank Syariah 
Aplikasi akad wadiah secara teknis dapat dilihat dalam Pasal 3 Peraturan 
Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 sebagai berikut : 
1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak 
sebagai dana pemilik titipan. 
2. Dana titipan disetor penuh kepada Bank dan dinyatakan dalam jumlah 
nominal. 
3. Dana titipan dapat diambil setiap saat. 
4. Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada 
nasabah. 
5. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah. 
Bank Syariah akan memberikan bonus kepada nasabah produk pendanaan 
tabungan berprinsip wadiah, besar bonus yang akan diterima oleh nasabah tidak 
boleh ditentukan di awal akad, melainkan sepenuhnya diserahkan kepada 
kebijaksanaan Bank Syariah yang bersangkutan. Nasabah dalam hal ini tidak 
menanggung risiko kerugian dan uangnya dapat diambil sewaktu-waktu secara 
utuh setelah dikurangi biaya administrasi yang telah ditentukan oleh pihak Bank. 
Dengan demikian dalam produk pendanaan Bank berupa tabungan wadiah ini 
didasarkan pada akad wadiah yad dhamanah, sehingga Bank selaku pihak yang 
menerima titipan dana diperbolehkan memanfaatkannya. 
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Pemberian bonus wadiah yang digunakan dalam memperhitungkan bonus 
tabungan wadiah adalah sebagai berikut : 
1. Bonus wadiah atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus wadiah 
dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan. 
Tarif bonus wadiah  X  Saldo terendah bulan ybs 
2. Bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus wadiah 
dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan. 
Tarif bonus wadiah  X  Saldo rata-rata harian bulan ybs 
3. Bonus wadiah atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus wadiah dikalikan 
dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif. 
Tarif bonus wadiah  X  Saldo harian ybs  X  Hari efektif 
Dalam memperhitungkan pemberian bonus wadiah tersebut, ada hal-hal 
yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut : 
1. Tarif bonus wadiah merupakan besarnya tarif yang diberikan Bank sesuai 
dengan ketentuan. 
2. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan. 
3. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi 
hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan Januari 31 hari, 
bulan Februari 28 atau 29, dengan catatan satu tahun 365 hari. 
4. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari. 
5. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan 
atau tanggal penutupan, tetapi termasuk hari tanggal tutup buku. 
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6. Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening 
baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak 
mendapatkan bonus wadiah, kecuali apabila perhitungan bonus wadiahnya 
atas dasar saldo harian. 
2.17 Transaksi Penambahan Dan Pengurangan Tabungan Wadiah 
2.17.1 Transaksi Penambahan Tabungan Wadiah 
Beberapa transaksi terkait tabungan wadiah dapat mengakibatkan 
bertambahnya saldo tabungan wadiah. Transaksi tersebut antara lain adalah 
setoran tunai nasabah, transfer dari kantor cabang lain ke rekening nasabah, 
transfer dari Bank lain ke rekening nasabah, dan penerimaan bonus wadiah ke 
rekening nasabah. 
Berikut akan diberikan ilustrasi contoh kasus untuk mempermudah dalam 
memahami transaksi yang berkaitan dengan penambahan tabungan wadiah. 
Tabel 2.3 
Transaksi Penambahan Tabungan Wadiah 
Tanggal Transaksi 
2 Juli 2013 Muhammad, nasabah Bank Syariah Maju (BSM) Cabang Surabaya 
melakukan penyetoran tunai tabungan wadiah Rp 2.500.000 pada saat 
pembukaan rekening 
10 Juli 2013 Muhammad menerima transfer Rp 250.000 dari Rafli nasabah BSM 
Cabang Sidoarjo 
15 Juli 2013 Muhammad menerima transfer Rp 500.000 dari rekening nasabah Bank 
Mulia Syariah (BMS) 
20 Juli 2013 Muhammad menerima bonus wadiah dari tabungan wadiah BSM Rp 
15.000 
Sumber: Kautsar Riza Salman, S.E,. A.k,. M.S.A,. B.K.P,. S.A.S. 2012. Akuntansi 




Dari transaksi-transaksi penambahan tabungan di atas, maka dapat dibuat 
jurnal sebagai berikut : 
Tabel 2.4 
Jurnal Transaksi Penambahan Tabungan Wadiah 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
2 Juli 2013 Kas 2.500.000  
       Tab.Wadiah - Muhammad  2.500.000 
10 Juli 2013 RAK Cabang Sidoarjo 250.000  
       Tab.Wadiah - Muhammad  250.000 
15 Juli 2013 Giro pada Bank Indonesia 500.000  
       Tab.Wadiah - Muhammad  500.000 
20 Juli 2013 Bonus Wadiah 15.000  
       Tab.Wadiah - Muhammad  15.000 
Sumber: Kautsar Riza Salman, S.E,. A.k,. M.S.A,. B.K.P,. S.A.S. 2012. Akuntansi 
Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah. 
 
2.17.2 Transaksi Penambahan Tabungan Wadiah 
Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan berkurangnya saldo 
tabungan wadiah adalah penarikan tunai oleh nasabah, transfer ke rekening lain 
pada Bank yang sama, transfer kepada nasabah Bank lain, serta penarikan biaya 
administrasi tabungan, pajak, dan lainnya oleh Bank. 
Berikut akan diberikan ilustrasi contoh kasus untuk mempermudah dalam 








Transaksi Pengurangan Tabungan Wadiah 
Tanggal Transaksi 
1 Juli 2013 Muhammad, nasabah Bank Syariah Maju (BSM) Cabang 
Surabaya menarik tunai tabungan wadiah Rp 400.000 
8 Juli 2013 Muhammad mentransfer Rp 100.000 dari rekeningnya ke 
rekening tabungan nasabah BSM Cabang Sidoarjo 
13 Juli 2013 Muhammad mentransfer Rp 250.000 dari rekeningnya ke giro 
nasabah Bank Mulia Syariah (BMS) 
19 Juli 2013 Potongan tabungan wadiah Muhammad untuk biaya administrasi 
tabungan sebesar Rp 2.000 dari pajak sebesar Rp 3.000. Pajak 
dihitung 20% dri bonus wadiah yang diterima Muhammad (20% 
X Rp 15.000) 
Sumber: Kautsar Riza Salman, S.E,. A.k,. M.S.A,. B.K.P,. S.A.S. 2012. Akuntansi 
Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah. 
 
Dari transaksi-transaksi penambahan tabungan di atas, maka dapat dibuat 
jurnal sebagai berikut : 
Tabel 2.6 
Jurnal Transaksi Pengurangan Tabungan Wadiah 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
1 Juli 2013 Tab.Wadiah – Muhammad 2.500.000  
       Kas  2.500.000 
8 Juli 2013 Tab.Wadiah – Muhammad 250.000  
       RAK Cabang Sidoarjo  250.000 
13 Juli 2013 Tab.Wadiah – Muhammad 500.000  
       Giro pada Bank Indonesia  500.000 
19 Juli 2013 Tab.Wadiah – Muhammad 15.000  
       Pend. Adm. Tab. Wadiah  15.000 
 Tab.Wadiah – Muhammad   
       Tititpan Kas Negara - Pajak Tabungan   
Sumber: Kautsar Riza Salman, S.E,. A.k,. M.S.A,. B.K.P,. S.A.S. 2012. Akuntansi 
Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah. 
